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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2004

TENTANG

TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan

sosial;

. bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk

menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta
ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara;
bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas
melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk
menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan
keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa,
menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi
militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas

pemeliharaan perdamaian regional dan internasional;

. bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan

dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik
negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi,
supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum

nasional, dan

ketentuan ...
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ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi,
dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola
secara transparan dan akuntabel;

bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3368) dinilai tidak sesuai lagi dengan
perubahan kelembagaan Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia yang didorong
oleh tuntutan reformasi dan demokrasi, perkembangan
kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga
undang-undang tersebut perlu diganti;

bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) telah
mengamanatkan  dibentuknya  peraturan  perundang-
undangan mengenai Tentara Nasional Indonesia; dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b, ¢, d, e, dan f perlu dibentuk Undang-

Undang tentang Tentara Nasional Indonesia;

. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal

20, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Ketetapan ...
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2. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan Ketetapan MPR Nomor  VII/MPR/2000
tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL
INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.

3. Pemerintah ...
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3. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.

4. Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan
kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi
keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan
terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan
memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara
kepulauan.

Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang
bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara,
wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta
dipersiapkan secara  dini oleh pemerintah dan
diselenggarakan secara total, terpadu, terarah,
berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan
kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi

keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

7. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.

8. Departemen  Pertahanan  adalah  pelaksana  fungsi

10.

11.

12.

pemerintah di bidang pertahanan negara.

. Menteri Pertahanan adalah menteri yang bertanggungjawab

di bidang pertahanan negara.
Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah
perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan
Angkatan Udara.
Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat,
Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan
Udara.

13. Prajurit ...
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Prajurit adalah anggota TNI.

Dinas Keprajuritan adalah pengabdian seorang warga negara
sebagai prajurit TNI.

Prajurit Sukarela adalah warga negara yang atas kemauan
sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.

Prajurit Wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri
dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani
pendidikan pertama untuk menjadi prajurit.

Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk
Prajurit Siswa menjadi anggota TNI yang ditempuh melalui
pendidikan dasar keprajuritan.

Pendidikan Pembentukan adalah pendidikan untuk
membentuk tamtama menjadi bintara atau bintara menjadi
perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan
pangkat.

Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara
yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan
dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna
menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam
negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah
negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman Militer adalah ancaman yang dilakukan oleh
militer suatu negara kepada negara lain.

Ancaman Bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari

gerakan kekuatan bersenjata.

25.Gerakan ...



